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PUT USAN
Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Prob

P S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara:

Bia Sandra Aldia Handoko binti Bagus Handoko, NIK 980715600030,
tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 25 Juli 1998, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxxX, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA
PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email:
biasandraaldihandoko@gmail.com, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Novan Agus Priyanto, S.H., xxxxxxx/Penasehat
Hukum pada Lembaga Hukum HAM & Keadilan Indonesia
(LHKI) Cabang Probolinggo yang beralamat di Jalan Pahlawan
N0.12 XXXX XXXXXXXXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus
tanggal 16 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa
Nomor 141/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob tanggal 03 Agustus 2023,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat

email: novanagus3@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Mohammad Untung bin Samsi, NIK 3513050206900001, tempat dan tanggal
lahir Probolinggo, 21 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan
XXxxxxX, pendidikan S1, tempat kediaman di KAB.
PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2023
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan secara elektronik
melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor
347/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 03 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan
tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Kanigaran, Xxxx XXXXXXxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No
324/32/V11/2021 tertanggal 23 Juli 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah
Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di KAB. PROBOLINGGO;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak
yang bernama:

- Raden Ayu Batari Untung, umur 1 tahun.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 9 bulan yang lalu,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah
setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 9 ( September ) tahun
2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

a. Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada penggugat dengan
alasan penggugat tidak memenuhi kewajiban dan untuk memenuhi
kebutuhan penggugat dan anak penggugat maka penggugat bekerja
sendiri.

b.  Tergugat tidak mau tinggal bersama penggugat.
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c. Penguggat dipaksa tinggal bersama tergugat dirumah orang tua
tergugat sedangkan banyak terjadi masalah didalamnya penggugat
tidak betah akan hal itu.

d. Tergugat minim memperhatikan anaknya hal tersebut dibuktikan
dengan masuknya anak dirumah sakit selama 3x .

e. Tergugat hanya menjenguk 1x dari 3x masuk rumah sakit.

f. Tergugat sering berhutang tanpa musyawarah kepada penggugat

g. Tergugat tidak mau memenuhi jalan tengah atas masalah rumah
tangga sehingga antar tergugat dan penggugat tidak ada titik temu

h. Selama 9 bulan tergugat sering meninggalkan anaknya tanpa
adanya bonding (Kedekatan yang mempengaruhi system motorik
anak) padahal didalam rumah tangga bonding terhadap anak dan
ayah sangatlah penting demi perkembangan anak

i. Tergugat tidak mau tinggal bersama anak dan penggugat hal
tersebut dapat dibuktikan ketika penggugat meminta untuk tinggal
bersama di tempat tinggal berupa kos dan kontrakan tergugat
memilih pulang kerumah orang tua dan meninggalkan penggugat
dan anak

j- Setiap hari Raya Idul Fitri cuma orang tua Penggugat yang
bersilaturohim ke orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat tidak
pernah timbal balik bersilaturohim ke orang tua Penggugat

k.  Penggugat dibiarkan tinggal berdua dirumah usaha, Bersama anak
tanpa dijenguk.

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan 9 ( September ) tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat
dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah sendiri di JI. Citarum Indah
3 No. 1 Kel. Curahgrinting, XXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX, dan tempat
usaha yang sekarang ditempati berdua dengan anak. Sehingga sejak saat
itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan
sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
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dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal
22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Probolinggo
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat
dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak
hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
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PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Mohammad Untung bin
Samsi) Terhadap Penggugat (Bia Sandra Aldia Handoko binti Bagus
Handoko)

3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan )
atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raden Ayu Batari
Untung, perempuan, lahir di Probolinggo tanggal 27 Juni 2022;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus
kepada Novan Agus Priyanto, S.H., xxxxxxx dan Penasehat Hukum pada
Lembaga Hukum HAM & Keadilan Indonesia (LHKI) Cabang Probolinggo yang
mengambil domisili di Jalan Pahlawan N0.12 XXxx XXXXXXXXXXX, dengan domisili
elektronik di alamat email: novanagus3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Probolinggo dengan Nomor 141/Kuasa/VIII/2023/PA.Prob tanggal 03
Agustus 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas,
dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal xxxxxxx (KTPA) yang bersangkutan
dan hasil pemeriksaan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak
hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
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sebagai wakil/lkuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui
surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos
Nomor : P2308040173904 tanggal pengiriman 04 Agustus 2023, diterima oleh
Bu Samsi (orang serumah) pada tanggal 05 Agustus 2023 dan Nomor :
P2308110146031 tanggal pengiriman 11 Agustus 2023, diterima oleh Bu Samsi
(orang serumah) pada tanggal 12 Agustus 2023 yang dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar
berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Bia Sandra Aldia Handoko
Nomor 5371056507980001 tanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh
Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai
cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;

2. Fotokopi Surat Pengantar atas Nama Bia Sandra Aldia Handoko Nomor
23/V1/504.02.RT03.RW04/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan
oleh Ketua RT 03 dan diketahui Ketua RW 04 Kelurahan Curahgrinting
Kecamatan Kanigaran XxxX XXXXXXXXxxX, bukti tersebut bermaterai
cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 324/32/VI11/2021 tanggal 23 Juli
2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kanigaran xxxx
XXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-

nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P3;
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4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Raden Ayu Batari Untung Nomor
3513-LT-08112022-0042 tanggal 08 November 2022 yang dikeluarkan
oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut
bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti
bertanda P4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN NGAWI, dibawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai pembantu rumah tangga
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah kediaman bersama dan selama menikah telah dikaruniai
seorang anak, bernama Raden Ayu Batari Untung yang sekarang
dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut tinggal bersama dengan
Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat,
anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sehari-hari menjalankan
kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta
tidak gampang emosional dan marah;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat

dan Tergugat sudah pisah rumah;
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- Bahwa, saksi mengetahui sejak 5 (lima) bulan yang lalu Tergugat
tidak pernah berkunjung atau menjenguk Penggugat dan anak
Penggugat dan Tergugat meskipun anak dalam keadaan sakit;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan
keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah kediaman bersama dan selama menikah telah dikaruniai
seorang anak, bernama Raden Ayu Batari Untung yang sekarang
dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut tinggal bersama dengan
Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat,
anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sehari-hari menjalankan
kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta
tidak gampang emosional dan marah;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak September 2022 yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022
sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat

dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
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- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi
mengetahui dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat
kurang perhatian kepada anaknya hal tersebut dibuktikan dengan
masuknya anak dirumah sakit dan dirawat di rumah sakit sebanyak
3 (tiga) kali namun Tergugat tidak pernah menjenguk, Tergugat
tidak mau makanan yang dimasak oleh Penggugat, Tergugat tidak
mau membayar arisan yang secara on line padahal Penggugat ikut
arisan on line seijin Tergugat dan selain itu orang tua Tergugat
sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sakit
radang paru-paru;

- Bahwa, saksi mengetahui Orang tua Tergugat selama Penggugat
dan Tergugat pisah rumah tidak pernah datang ke rumah saya
untuk mengupayakan Penggugat dan Tergugat dapat rukun
kembali;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan
keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara
elektronik yang diunggah Penggugat/Kuasanya melalui saluran elektronik (e-
court) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 yang isi pokoknya tetap pada
gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 16 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 141/Kuasa/VI1/2023/PA.Prob
tanggal 03 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123
HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat
Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal
xxxxxxx (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan
Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang xxxxxxx, oleh karena
itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek
pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan
memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara
aquo sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari keabsahan
Surat Kuasa Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa surat
Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan dengan
demikian kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara
di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Hakim pada setiap persidangan telah berusaha maksimal
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menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah
karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada
penggugat dengan alasan penggugat tidak memenuhi kewajiban dan untuk
memenuhi kebutuhan penggugat dan anak penggugat maka penggugat bekerja
sendiri, Tergugat tidak mau tinggal bersama penggugat, Penguggat dipaksa
tinggal bersama tergugat dirumah orang tua tergugat sedangkan banyak terjadi
masalah didalamnya penggugat tidak betah akan hal itu dan Tergugat minim
memperhatikan anaknya hal tersebut dibuktikan dengan masuknya anak
dirumah sakit selama 3 (tiga) kali yang puncaknya pada September 2022 yang
lalu hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan
selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.4 dan 2
(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk dan P.2 berupa Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03
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dan diketahui Ketua RW 04 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran
XXXX XXXXXXXXXXX serta P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti
tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah
bermeterai cukup, ber-nazegelen dan cocok dengan aslinya, maka bukti kedua
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat
kediaman Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,
sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta
otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut
telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di XXXX XXXXXXXXXXX
dan istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Juli 2021, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka
Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga
Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak
bernama Raden Ayu Batari Untung, anak tersebut lahir di Probolinggo tanggal
27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI
2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak
keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau
orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;
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Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh kedua
saksi tersebut, tidak ada saksi yang melihat langsung terjadinya suatu peristiwa
hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyatanya
pengetahuan kedua saksi tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya
perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, maka
patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh kedua
saksi tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan
lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu keterangan dua
orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi Penggugat yang
diajukan dipersidangan, para Saksi hanya mengetahui perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengakuan Penggugat kepada para
saksi, para saksi hanya mengetahui bahwa sejak September 2022 hingga
sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah
terjalin komunikasi lagi dengan baik dan selama berpisah tersebut masing-
masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya
suami-isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, sepanjang dalil
permohonan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
sejak September 2022 hingga sekarang telah terbukti dan dari bukti tersebut
Hakim mempersangkakan bahwa dengan berpisahnya tersebut tanpa ada
komunikasi yang baik mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan
kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022 yang
lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul
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lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri;

2. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
anak bernama Raden Ayu Batari Untung, anak tersebut lahir di Probolinggo
tanggal 27 Juni 2022;

4, Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga
sekarang;
5. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh

kembang dengan baik dan tidak terlantar;
6. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalakan kewajiban agama
seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan
marabh, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim
selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya
gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,
untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat
tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu
ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan
mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka
dirumuskan dalam legal issue “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
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Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu
ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat?”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena
alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo
jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan
secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-
menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak bulan September 2022 yang lalu
antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah
tangoa;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah
demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya
sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu
berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami
istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah
perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan
memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan
keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta
dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak
akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan
menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan
ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali

sebagai suami istri;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar
sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang
demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana
yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Jx=>s lgall loiSauid L2lg ] pSumail o o8I 515 Ol aisl pes
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa

kasih dan sayang”;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang
diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua’;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak

ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada
dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu,
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam
suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya,
harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat
tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik

bagi diri suami maupun istri;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991,
sehingga gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum,
oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra
Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam
masa iddabh;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan
sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait
dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak
asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa
pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah)
adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak
yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut
Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya
sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum
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Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan
selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang
dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti
menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita
ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya
lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan
itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad
SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-
Hakim, yang berbunyi:

- 2 T T
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Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau

belum menikah”,

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa
faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi
anak, namun secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun,
ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan
kepada anak dibanding ayah;

2. Faktor kemanusiaan (humanity), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat
mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan
dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang
dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana
telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama
bernama Raden Ayu Batari Untung, anak tersebut lahir di Probolinggo tanggal
27 Juni 2022, masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu
kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan
menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh
(hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”,

Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta
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lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut
dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang
hak hadhanah anak bernama Raden Ayu Batari Untung, anak tersebut lahir di
Probolinggo tanggal 27 Juni 2022 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan
berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk
mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai
kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya
mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya
kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak
itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan
terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk,
bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan
tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat
dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha
mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana
yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh
tanpa alasan yang dibenarkan hukum tidak memberikan hak akses kepada
Tergugat untuk bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak
tersebut maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan
pencabutan hak hadlanabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim
sepakat untuk mencantumkan dalam amar putusan ini tentang kewajiban
pemegang hak hadlanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak
memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara
dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Penggugat’,
berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mohammad

Untung bin Samsi) kepada Penggugat (Bia Sandra Aldia Handoko

binti Bagus Handoko);

4, Menetapkan anak bernama Raden Ayu Batari Untung, lahir

tanggal 27 Juni 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan

tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan

mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selayaknya sebagai

ayah kandung;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriyah, oleh Ahmad
Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal
03 Agustus 2023, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya
pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan Agama Probolinggo oleh
Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Farug, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa
hadirnya Tergugat;
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Hakim

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti

Akhmad Faruq, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp.100.000,00
3. Panggilan : Rp. 28.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp.198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



